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TEKTANG

KEWAJIBAN PBNVAMPAIAH LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA
PI LINGKUNGAN PE-M ERINTAH KAEUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketcntuan pa&ctl b dan pasai 23
Nomor 28 Tahun 1999 tentangUndang- Undang

Fenyelenggaraan Negara yang Oersih tEan Beb&s dai'i Korupsi ,
Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyeienggara Negara harus
ntelaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya da]i

b^rsedia ddakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;
b- bahwa untuk mendukung tcrcapainya Penyetenggara Negara

yang rSersih dan Bebas Korupsi, Kolusij dan Nepolisme (KKNf
dtperlukan komitmen bagi l*enyclcnggara negara pada
Pemerinfah unruk inelaporkan kekavaannya;

c „ bahwa berdasarkan pctrimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan buruf b, perlu menetapkan Pcraturan
Bupati ten tang Kewajiban Penyampaian Laporan Harla
Kckayaan Aparatur Negara di Lingkungan I’tmcrintah
Kabupaten Sukamara;

Mengttigai I . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1933 tentang Kjetantuan

Umum dan Tata Cara Pcrpajakan (Lcmbaran Negara RepubEik
Endonesia Tahun 1983 Nomor 49 > Tamt>aEjAn Lcmbaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telab beberapa
kali diu'bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 ( Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 62, Tambahan Lcmbaran Negara Repubbk
Indonesia Nomor 4999};

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang
Fcnyelenggaraan Femerintahan yang Bersih dan Bebaa dari
Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lcnibaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun L 999 tentang
Pemberamasari Tindsk Pidana Korupsi ( Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 , Turn bahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874},
sebagaimana tdah diubah dengan Undang-Undang 14 Tahun
2019 tentang Perubaban Kedua atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan llndak Iddana Korupsi
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,.
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150};
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4. Undang-Utidang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembcntukan
Kabupaten Katingsn, Kabupaten Scruyfin, Kabupaten
Sukamara , Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Frovinst Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor IS,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 180);

5. UndangUndang Nomor 30 tahun 2002 ten tang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara
Republic Indonesia Tahun 2002 Nomnr 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimans tetah diubah terakhir dengati Undang- Undang
Nomor 19 Tahun 2019;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 temang Ajwratur Hipil
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Ejembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5387] sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pe]"uba!ian Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 'Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerincahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

9. Pcraturan pcmerinUh Nomor 65 Tahun. 1999 ten rang Tata
Cara Pcmrriksaan KekayftftH Fenyelenggaraan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Wanajemen Pegawai Ncgcri Sipil ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 L7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

12. PeratUrtm Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Ponyetcnggar&an Pemerintahan
Dacrah ( Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 6041);

13. Pcraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang DisipLin
Pegawai Negert Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718);

14 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/ PMK.Q3/ 2014
tentang Sural Pemberitahuan (Si1?) sebagaimana lei&h diubah
dengan Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 9 / PMK .03/2015
tentang Perubahan atas Peraturan Men ten Keuangan
Nomor 243/ PM K ,03/2014 tentang Surat PtmbcritahuaJl (5PT);
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15, Peratur&n DirtktUr Jendcral Pajak Nomor PER-Q3/ PJ /2015
tenlang Pcnyampaian Surat Pcmbcritahuan Ocktronik;

16, Pcraturan Komisi I'temberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016
tentang "f afa Cara Jrtndaftaran , Pengumuman dan Pemeriksaan
Harm Kckayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara RepubEik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 985) sebagaimana retail diubah
rfengan Feraruran Komlsj Fedberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubaha n atas Feraturan Komisi Femberantasan
Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Fengujmuran dan Femeriksaan Harra Kekayaan Penyelenggara
Negara [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572) -

17, Feraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sukamara (Lemb&ran Daerah Kabu paten Sukamara
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 40), sebagaimana tclah diubah dengan
Pcraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Pcraturan Daerah Kabupaten Sukamara
Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembcnmkan dan Susunan
Ferangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lem baran Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan
Lrmb&ran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

18, Peraluran Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisast , Tugas dan Fungsi serta Tata
Keija Tnspektorat Daerah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 21) sebagaimana
tdah diubah dengan Pcraturan Bupati Sukamara Nomor 1 I
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pcraturan Bufsaii
Sukamara Nomor 21 Tahun 2019 tenlang Kedudukan ,
Susunan Organ)sasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
lnspektorat Daerah Kabupaten Sukamara (Benia Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor l 11 ;

M EM UTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJ1BAM PENYAMFAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA Dl
LINGKUNGAN PEMEKINTAH KABUPATEN SUKAMARA,

BAB I
KETRNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peracuron Bupati ini yang dimaksud dengan :
[. Dacfah adaiah Kabupaten Sukamara,

2, Penierintah Daerah adaiah Kepala Daerah unsur pcnyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Unisan
Pemedlltahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom ,

3. Dupati adaiah Bupati Sukamara.
4, Ferangkai Daerah adaiah unsur pembantu kepala daerah dan

Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah dalam pcnyelenggaraart
Urusan Femerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .

5. lnspektorat Daerah adatah lnspektorat Daerah Kabupaten
Sukamara,
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6. Badan Usaha Milik Daerah yang sekmjutnya dlsingkat BUMD
adalah Bedan U &aha yang clidirikan oleh Pejnerintah
Kabupaten Sukamara batk yang berbentuk Pcrseroan Tcrbatas
maupun Pemsabaan Daerah.

7. Komisi P'emberahtasan Korupsi yang sclanjutnya discbut
Komt&i adalah lembaga negara aebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Ncmor 30 Tahun 2022 ten tang Komisi
Pcmbcrantasan Tindak i’idana Korupsi sebagaimana telah
beberapa kali diubah , terakhir dengan Linda ng ^ Undang
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-LFndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
E'emberantasan Tindak Pidana Korupsi.

H . Laporan llarta Kekayaan Apar^tur Negftra yang selanjurnya
disingkat LHKAN merupakan kewajiban yang hanjs
disampaikflTi oleh setiap Aparaiur Negara, baik berupa LHKPN
maupmi Surat Pembcritahuan Tahunan.

9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang
aclanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk
dokurtien , lerntasuk namun tidak terbatas pada dokumen
clcktronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta
kekayaan, data prihadi . penerimaan , pcngpluaran daji data
lainnya atas Harta Kckayaan Penyclcnggara Negara,

10. Surat l\:mbcriiahuan Tahunan yang selanjutnya discbut SPT
Tahunan adalah Surat l^mbcritahuan untuk suatu tahun
pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi SPT Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, HPT
1770 S, SPT 1770 SS) dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771® termasuk HPT
Tahunan Pembeculan.

H . SPT Tahunan Elekironik yang selanjutnya disebut e-SPT
Tahunan adalah data SPT Tahunan dalam bentuk dektronik
yang dibuat oteh Wajib Pajak dengan menggunakan apiikasi
e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak -

12. Penydenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan
fungsi eksekutif , Icgislatif atau yudikatif dan pejahat lain yang
fungsi dan togas pokoknya berkaitan dengan penyclcnggaraan
negara atau pcjabal publik lainnya sesuai dengan ketenluan
peraturan perundang- undangan yang berlaku.

13. Aparacur Stptl Negara adalah pcg&wai negcri sipil dan pcgawai
pcmcrintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Ptjabat
Pembina Kepegawsian dan diserahi rugas Negara lainnya dan
dig^ijs bendasarkan peraturan perundang-undangan .

14. Stef Khusua Bupetl adaiah unsur pemhantu Bupaci yang
beta sal dari non ASN dan mempunyai Lugasi meiTiberLkart iaran
dan pertimbangan terhadap isu-isu strategic kepada Bupati
sesuai dengan keahliannya,

15. Kepala Desa adalah pejabat Ptmerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan
rumah tengga desanya dan meiaksanakan tugas dart
Ptmerinteh dan Pemerintah Daerah.

16. E-LHKPN adalah penyampaian LHKPN seca 3ra elekmonik yang
dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK .
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17, c-Piling adalah suulu eara penyampaian HPT Elektronik yang
dilakukan secara on-line yang real time melalui saluran
tertentu yang diretapkan oleh Dircktur Jendera] Pajak.

18. Wajib Uipor LIE KPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati
Untuk menyampaikan dan mengmnumkan harta kekaya&nnya-

Id . WajLb I.a|>or KPT Tahunan adalah Wajib Pajak yailu. orang at& u
badan yang menuryt ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk meiakukan kewajiban
perpajakan,

20. Pcngdola LHKAN adalah tiro yang mengelola dan
mengoordinpfiikan pelakaanactn penyeienggaraan LHKPN dan
SI*!' Tahunan ,

2 1. Admin Installs! adaJah pegawai yang ditunjuk oleh instansi
untuk mcngclola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Lnstansinya.

Paaal 2

( 1 ) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memherikan
kepastian mengenat Wajib LHKPIN dan Wajtfi SPT Tahunan
serta tata cara atau mekanisme penyampaian LHKPN dan SPT
Tahunan .

{2 } Peraiursn Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan
penyelenggar&Jin pemerintahan dacrah yang bersih ,
transparan, dan hebas dari karapsih koJusi dan nepotisms serca
perbuatan tereeta lainnya -

BAB n
LHKPN

pH«al 3

(1 ) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN ke KPK .
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( If

adalah :
a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
Cv Pejabat PiiYiplnan Tingg] Fratama;
d . Pejabat Fungsional Auditor ;
e. Pejabat Fungsinml PPUPD;
f. Personil Unit Karja Pengadaan Barang Jasa;
g. Pejabat yang mengeluarkan perizinan;
h. Dircksij Komisaris dan Pejabat Struktural Lainnya pada

BUJUfD;
i. Penyelenggara Negara terteni.u atas peraruntaan KPK;
j. Kepala Desa;
k. Pejabat Fengelola Kcuangan yang mengelola anggaran

paling sedtkit Rp1.000,000,000,00 {Satu Milyar Rupiah),
yaitu :
1. Ptngguna Anggaran {PA) ;
2. Kuasa PenggUna Anggaran jKFA|;
3. Pejabat Ptmbuat Kumilmen ;
4. Pejabat Pelaksana Teknia Kegtatan;
5. Pejabat Pcnatauaahaan Keuangan SKPD;
0- Bendahara Pcncrimaan dan Benda hara PengeJuaran

Perangkat Dacrah ,
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|3] Sclain Pfcnycknggara Negara wbagaimana dimaksud pada
ayat|1 ), jabatan yang wajib mcnyampaikan LHKPN adalah;
a . Htaf Khusus Bupati;;
b- Ajudan Bupati dan ajudan Wakil Bupati

(4) Daftar Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1}
dicetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Pcnyelenggara Negara Wajib LHKPN sebagaimana dimakiUd
da lam Pasat 3 aval (I) ayat (3) menyampaikan LHKPN yailu
pada saat ;
a, pcngangkatan istbugai Penyclenggara Negara pada saat

pertama kali menjabaL
b. berakhimya masa jabatan atau pensiun sebagai

Penyelenggara Negara ;
C , pengangkatan kcmbali sebagai Penyelenggara Negara

secelah berakhimya masa jabatan a ran pensiun;
clr tnasib menjabat.

(2 ) Pedyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud ayat ( t ) wajib
dilakaanakan secara elcktronik melalui I a man resmi knmisi.

(3) Penvampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1J
htiruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan da lam
jangka waktu paling Jambat 3 (tiga|bulan lerhStung sejak saat
pcngangkatan pertama / berakhimya jabatan / pensiun /
pcngangkatan kembaii setel& h berakhimya masa jabatan atau
pensiun sebagai Pettyelersggaia Negara.

(4) LHKPN sebagaimana ditnaksud ayat [ 1] huruf d wajib
disampaikan secant periudik setiap 1 [satu] tahun sekali alas
hartn kekayaan pcrtanggal 31 De&ember tahun Laporan.

(5) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
disampaikan dalam jangka wakt.u paiing lambat tanggal
3 I Maret tahun berikutnya.

(6) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada
aya I ( 1 ) dilaksanakan mclalui laman Aphkasi e- LHKPN
pada alarms f ethkpn.kpk.gcp.id.

BAB til
SPT TAHUN AN

Pasal 5

(1) ABN di lingkungan Peinerinrah Kabupaten Sukamara wajib
menyampaikan SPT Tahunan.

C3 ( SPT Tahunan disampaikan dalam bentuk dokumcn elfiktronik
melalui laman djponline- pajak . gtj. id .

(3) Penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayai
( 1 ) wajib disampaikan paling lama 3 (tigaf bulan sctclah akhir
Tahun Pajak.

|4) Bukti pencrimaan SPT yang dikeluarkan oleh Direkforat
Jenderal I’ajak agar disampaikan ke Inspcktorat Daerah .
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BAB IV
UNIT PENGELOLA LHKAN

Pa f̂tl 6

(1 ) Untuk mendukung kciancaran pclaksanaan pcngtlolfian,
pengoardinasian dan monitoring kcpatuhan LHKPN dan SPT
Tahunan, rfibentuk Unit Fengelata LHKAN .

(2) Unit PengeloLa LHKAN sehagaimana dimaksud pads ayat (1 )
berkedudukan pada Inspektorat Daerah Kabupatcn Sukamara ,

P) Unit Pengclols LHKAN aebagaimana dimaksud pada ayat jl )
mempunyai tugas sehagai berikut
a , bcrkourdinasi dengan KPK da Lam hai monitoring dan

cvaiuasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam
mclaporkan dan mcngumUmkan harts kekayaannya scrta
pcmanfaatan
www.cthkpn.kpk.go.id ;

b. bcrkoordinasi dengan KP2KP dalein ha I momtaring dan
cvaiuasi tcrhadap kepatuhatf ASN sebagai wajib paiiak
daJam mclaporkan 3PT Tahunan;.

c. menyampaikan data kcpegaw-aian dsn data perubahan
jabamn Wajib LHKPN kcpada KPK paling lambat 15
December setiap tahun;

d, melakukan pemutakhiran data sebagHimana dimaksud
pada huruf c ke da Lam Aplikasi e- LHKPN ;

c, mengingat-kan wajib LHKAN di lingkungan Femerintah
Dacirah untuk mematuhi kcwajiban penytunp&ian dan
pcngumum&n LHKPN dan SPTTahunan .

(4 ) Unit Pengtdola LHKAN aehagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
ditetapkan dengan KepUtUB&n IBupatt .

aplikaai mcialuie-LHKPN

BAB V
PEMB1NAAN DAN PENGAWASAN

Paial 7

(1] HupaEi melakukan pcmblnaan dan pengawasan alas
pelaksanaan LHKAN di lingkungttn Pemerintah Daerah .

{2] Inspector Daerah melakukan pengawaaan dan pemantauan
ttrhadap pengeloSaan dan kepatuhan penyampaian LHKAN di
lingkung& n Pemerintah Daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah masing-ma&ing s&tuan kerjanya
memiiiki kcwajiban unruk mengmgatkan Pcnyelenggara Negara
dan ASN sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5
ayat {1), agar aegera menyampaikan LHKPN dan SPT Tabu nan.

BAB VI
SANKSI

Pasal S

Wajib LHKAN yang tidak menyampaikan LHKAN diberikan sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangari .
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BAB Vf[
PEMBIAYAAN

Pasal 9

BiAyEi yang Limbul dalam rangka pelaksanaan tugati Unii Pcngclola
T-HKAN dibcfrankan pada Anggaran Pftndapalan dan Bclanja
Datrah .

BAB VIII
KETENTUAH PENUTUP

Pasal 10

PerarurAn Bupati ini iimiat btrlaku pada tanggai diiindangkan.

Agar setiap orang mcngctahuinya , mcmertntahkan pengundangan
Ptrratur&n Bupati ini dengan penempatan dalaitt Eerita Daerah
Kabupaltrn Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pacia tanggaM <l De ^errber 2023

Pj. BUPATI SUKAMARA,

tr.d

KASPINOR

Diundangkan di bukamara
pada taiiggal 11 D« = -5T.be: 202 !3

SEKRETAR1S DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUW 2023 NOMOR 34
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